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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Objek Permukiman 

2.1.1 Tinjauan Permukiman Nelayan 

Permukiman dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa bangunan hunian 

(Rumah), terdiri dari beberapa perumahan yang didukung oleh fasilitas dan 

infrastruktur penunjang bagi kelangsungan hidup. Menurut Doxiadis dalam 

Kuswartojo, T., & Salim, S. (1997), permukiman merupakan sebuah sistem yang 

terdiri dari 4 unsur yaitu, alam, masyarakat, lingkungan dan jaringan (Lembaga 

pemerintahan). Sedangkan pengertian kampung yaitu kumpulan rumah yang 

membentuk kesatuan unit administrasi terkecil menempati suatu area dari 

permukiman inti di bawah Kecamatan. Unsur-unsur elemen pembentuk kampung 

meliputi daerah, penduduk, tata kehidupan. Adanya 5 prinsip dalam pengembangan 

suatu perumahan dan permukiman yang tercatat dalam keputusan   Menteri 

Lingkungan Hidup No 4 tahun 2000, yaitu sebagai berikut: 

a. Menjaga ekosistem lingkungan sekitar. 

b. Meminimalisir penggunaan energi. 

c. Pengendalian limbah dan pencemaran. 

d. Menjaga kelanjutan sistem sosial-budaya lokal. 

e. Peningkatan pemahaman konsep lingkungan. 

Secara umum permukiman nelayan dapat diartikan sebagai lingkungan tempat 

tinggal pada pesisir laut, sungai, maupun danau, yang terbentuk sebagai kebutuhan 

dasar manusia yaitu hunian, ditunjang oleh sarana prasarana dasar, dengan 

mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Menurut Peraturan 

Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/Permen/M/2006 

menyebutkan bahwa permukiman nelayan adalah perumahan kawasan khusus 

untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan.  

Karakteristik permukiman nelayan terlihat dari lokasi dan pola bentukan dari 

perumahan yang memanjang berderet, mengikuti garis pantai.  
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Menurut Departemen Pekerja Umum Bidang Cipta Karya, karakteristik dari 

permukiman nelayan meliputi: 

a. Permukiman dengan sarana dan prasarana yang menunjang dalam 

kehidupan warga nelayan 

b. Tidak jauh dari area perairan dan memiliki akses yang mudah menuju 

tempat pencaharian. 

c. 60% penduduk merupakan nelayan, termasuk dengan warga yang 

berprofesi dalam pengolahan dan penjualan ikan. 

d. Memiliki sarana pendukung seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tempat 

penjemuran ikan, dan gudang penyimpanan. 

Departemen Pekerja Umum menetapkan kebijakan yang mengatur tentang 

kriteria fisik lingkungan kawasan permukiman nelayan dalam mengatasi 

perkembangan hunian diantaranya sebagai berikut: 

a. Bangunan tidak berada pada daerah rawan bencana.  

b. Bangunan tidak berada pada wilayah sempadan pantai dan sungai. 

c. Batas maksimal kemiringan tanah yang dianjurkan untuk membangan 

hunian sebesar: 0 – 25 %. 

d. Orientasi horizontal garis pantai: > 60° 

e. Kemiringan dasar pantai: terjal – sedang. 

f. Kemiringan dataran pantai: bergelombang – berbukit. 

g. Tekstur dasar perairan pantai: kerikil – pasir. 

h. Kekuatan tanah daratan pantai: tinggi. 

i. Tinggi ombak signifikan: kecil. 

j. Fluktuasi pasang surut dan arus laut: kecil  

k. Tidak berada pada kawasan lindung.  

l. Tidak terletak pada kawasan budidaya penyangga, seperti kawasan 

mangrove. 

Sarana dan prasarana permukiman nelayan tidak beda jauh dari permukiman-

permukiman lainnya yang memiliki sarana kesehatan, pendidikan, lembaga sosial 

dan pemerintahan, ruang terbuka hijau. Ciri pembeda sarana prasarana permukiman 
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nelayan terletak pada penggunaan suatu area sebagai yang berfungsi khusus dalam 

menunjang kegiatan nelayan meliputi:  

a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat yang digunakan sebagai 

proses jual beli hasil laut dengan sistem lelang. Lokasi dari TPI berdekatan 

dengan dermaga guna memudahkan dalam pembongkaran muatan kapal, 

saluran drainase yang harus terkontrol dengan baik supaya tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan. 

b. Tambatan Perahu merupakan tempat yang digunakan perahu untuk 

bersandar/parkir sebelum dan sesudah berlayar dan digunakan sebagai 

bongkar muatan ikan untuk didistribusikan menuju tempat pelelangan ikan. 

Lokasi dari tambatan perahu dapat berada dekat dengan TPI maupun dekat 

dengan rumah. Terdapat dua jenis tambatan perahu yaitu: 

 Tambatan tepi, apabila dasar permukaan air laut/sungai cukup dalam, 

maka tambatan perahu dapat berada di tepi-tepi daratan. 

 Tambatan dermaga yaitu, tambatan perahu yang menjalar ke tengah laut 

karena tepi pantai yang landai. 

c. Tempat Penjemuran Ikan merupakan lahan terbuka yang digunakan untuk 

mengeringkan ikan sebagai proses pengawetan dengan kriteria berada pada 

area terbuka, jauh dari permukiman (Penjemuran ikan secara komunal), 

mudah diawasi, saluran drainase terkontrol dengan baik.  

d. Dermaga dan Pelabuhan 

2.2 Kajian Objek Peremajaan Permukiman 

2.2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh 

Kawasan permukiman kumuh merupakan lingkungan hunian dengan tingkat 

kualitas hidup yang tidak layak huni, tidak memiliki keteraturan antar bangunan, 

tingkat kepadatan dan kerapatan yang tinggi, serta kondisi sarana prasarana jauh 

dari standar minimal. Secara umum, permasalahan atau penyakit lingkungan kumuh 

tumbuh dan berkembang secara liar tanpa menghiraukan dampak kerusakan 

lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu yang menjadi penyebab masalah 

kumuh yaitu timbulnya permukiman liar yang terbangun secara ilegal, tidak adanya 

perencanaan pembangunan secara berkelanjutan.  
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Menurut Khomarudin (1997: 83-112), lingkungan permukiman kumuh dapat 

didefinisikan sebagai berikut:  

a. Lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 org per Ha). 

b. Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah.  

c. Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standar. 

d. Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan 

kesehatan. 

e. Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar 

perundang-undangan yang berlaku. 

Karakteristik permukiman kumuh terdiri dari 3 poin, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Karakteristik fisik, meliputi kondisi bangunan, sarana prasarana yang ada 

pada kawasan, suplai air bersih, sanitasi dan lain-lain yang tidak terawat 

dengan baik. 

b. Karakteristik sosial, seperti tingkat kepadatan penduduk, masyarakat yang 

memiliki pendapatan yang rendah, berprofesi buruh, informal sektor. 

c. Karakteristik tanah, status rumah berada pada tanah-tanah ilegal. 

Ketiga karakteristik tersebut, faktor yang mendasar dari munculnya 

permukiman kumuh yaitu banyaknya warga yang memiliki penghasilan rendah 

yang tidak mampu untuk membeli tanah dan menyewa rumah, mereka terpaksa 

membangun hunian di tempat yang tidak semestinya diperuntukkan sebagai 

kawasan tempat tinggal, tidak adanya peraturan dan kebijakan yang tegas dapat 

memicu warga untuk membangun hunian ditempat ilegal. Maka dari itu, lembaga 

pemerintah baik pemerintah daerah perlu melakukan tindak berupa pemberian 

bantuan atau sistem keringanan dalam menyewa tempat tinggal. 

Di lansir dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, menyebutkan bahwa pengelompokan 

kawasan kumuh didasarkan pada letak kawasan secara geografis. Tipologi kawasan 

kumuh tersebut antara lain: 
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a. Di atas perairan, yaitu permukiman kumuh berada di atas permukaan air, 

baik sungai, rawa, maupun daerah pasang surut, hingga laut. 

b. Di tepi perairan, yaitu permukiman kumuh berada diantara permukaan 

perairan dengan bantaran sungai maupun pesisir pantai. 

c. Di dataran rendah, yaitu permukiman kumuh berada pada dataran rendah 

dengan kemiringan lereng <10%. 

d. Di perbukitan, yaitu permukiman kumuh berada pada dataran tinggi dengan 

kemiringan 10-40%. 

e. Di daerah rawan bencana, kawasan permukiman kumuh berada pada area 

rawan bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir. 

 

Gambar 2. 1. Kriteria dan morfologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

Sumber: PowerPoint Kementerian PUPR, 2019 

2.2.2 Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh 

Permukiman kumuh telah menjadi masalah atau bisa dibilang penyakit di 

beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis penulis, faktor-faktor 

penyebab munculnya kekumuhan yang ada di Kecamatan Jepara diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Faktor lahan kosong 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang kian meningkat dan ketersediaan lahan 

kosong yang terbatas, menyebabkan permasalahan permukiman meliputi 

kondisi kepadatan bangunan yang tinggi, bangunan tidak teratur, dan 
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ketidakmampuan masyarakat memperoleh lahan yang layak akibat dari 

harga lahan yang tinggi. 

b. Faktor tata ruang 

Kawasan permukiman yang berdiri tidak sesuai dengan peruntukannya, 

dapat memicu terjadinya permukiman liar. Penataan area kawasan yang 

tidak dilakukan secara terencana jangka panjang, seiring dengan 

berjalannya waktu dan pertumbuhan jumlah penduduk yang makin 

meningkat sehingga kebutuhan akan tempat tinggal juga akan meningkat. 

Jika rencana tata ruang wilayah tidak berjalan dengan lancar, maka akan 

menimbulkan masalah dalam tatanan bangunan hingga menyebabkan 

timbulnya masalah kumuh. 

c. Faktor sosial dan budaya 

Faktor mendasar yang menjadi penyebab utama munculnya permukiman 

kumuh yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki 

keterampilan dalam mengolah peluang, sangat berhubungan dengan 

rendahnya tingkat pendapatan. Selain itu kebiasaan buruk yang terjadi di 

masyarakat yang kurang mempedulikan masalah kebersihan dan kesehatan 

lingkungan hidup sehingga menyebabkan menurunnya kualitas dan 

kesehatan lingkungan permukiman. 

d. Faktor sarana dan prasarana penunjang 

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di kawasan permukiman terjadi 

penurunan kualitas bahkan tidak berfungsi dengan baik, seperti penurunan 

kondisi drainase permukiman, kerusakan akses jalan, tidak terjaminnya 

suplai air bersih, sistem pengolahan sampah yang buruk bahkan membuang 

sampah sembarangan, hingga belum tersedianya sanitasi di beberapa rumah. 

2.2.3 Upaya Peremajaan Permukiman Kumuh 

Permasalahan tentang kawasan permukiman kumuh merupakan suatu penyakit 

kawasan yang sangat kompleks. Menurut komarudin (1997), peremajaan 

permukiman kumuh dilakukan pada kawasan strategis yang mendukung fungsi 

potensi wilayah setempat dan kawasan tersebut tergolong kawasan rawan bencana. 

Berdasarkan paparan tersebut, peremajaan permukiman dapat dilakukan jika 
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terdapat hal yang mendesak yaitu, berada pada daerah rawan bencana, lokasi 

permukiman kumuh berada pada kawasan strategis pengembangan dan 

perdagangan. 

Menurut Sukmanto dalam Komarudin (1990), terdapat empat pola peremajaan 

lingkungan yang dapat dilakukan yaitu, relokasi, pembebasan tanah, konsolidasi 

tanah, dan partisipasi masyarakat dalam menata dan mengelola dengan baik. 

Peremajaan permukiman kumuh menyangkut aspek fisik maupun non fisik. Aspek 

fisik meliputi pembenahan, penataan dan perancangan lahan, bangunan, sarana dan 

prasarana. Sedangkan aspek non fisik meliputi mengikutsertakan pihak masyarakat 

dalam berdiskusi dalam perencanaan pembangunan, penyuluhan dan pembinaan 

serta pemberdayaan masyarakat guna mengembangkan kualitas hidup. Apabila 

dilihat dari sudut pandang pelaku yang membangun permukiman liar, tidak semua 

dari mereka melakukan kecurangan yang berkaitan dengan regulasi perizinan. 

Masyarakat kurang mampu untuk membeli tanah yang harganya sangat tinggi, 

terpaksa harus memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan membangun 

hunian ditempat tak semestinya yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas 

mereka, tanpa menghiraukan tatanan yang telah ditetapkan pemerintah. Maka dari 

itu, perencanaan pembangunan permukiman harus mengikutsertakan masyarakat 

setempat, guna pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Kawasan Perumahan telah 

menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang 

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh 

(http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Modul%20dan%20Materi/05%20Penj

elasan%20Peraturan%20Menteri%20PUPR%20No.%2014%20Tahun%202018.p

df  diakses tanggal 29 Agustus 2020).  

http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Modul%20dan%20Materi/05%20Penjelasan%20Peraturan%20Menteri%20PUPR%20No.%2014%20Tahun%202018.pdf
http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Modul%20dan%20Materi/05%20Penjelasan%20Peraturan%20Menteri%20PUPR%20No.%2014%20Tahun%202018.pdf
http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Modul%20dan%20Materi/05%20Penjelasan%20Peraturan%20Menteri%20PUPR%20No.%2014%20Tahun%202018.pdf
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Gambar 2. 2. Bagan sistem pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh 

Sumber: PP 14/2016 Pasal 102-121, 2020 

Seperti yang terlihat pada gambar 7, terdapat dua konsep yang dikeluarkan dalam 

mengatasi masalah kumuh yaitu konsep pencegahan dan peningkatan kualitas 

terhadap perumahan kumuh diantaranya sebagai berikut: 

A. Pencegahan Permukiman Kumuh (PP 14/2016 pasal 103-105) 

Pencegahan terhadap permukiman kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh 

dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baik lama maupun 

baru. Dalam pelaksanaannya, perlu memperhatikan kesesuaian dengan rencana 

pembangunan daerah terdampak kumuh. Pencegahan permukiman kumuh 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dengan melibatkan peran masyarakat terhadap kondisi permukiman 

melalui aspek-aspek perizinan bangunan, standar teknis (Bangunan, 

sarana, dan prasarana), kelaikan fungsi bangunan. 
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Gambar 2. 3. Kondisi Permukiman Nelayan berada tepat di pinggir Laut Jawa 

Sumber: Permen No. 14/2018, tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 

perumahan dan permukiman kumuh, 2019 

b. Pemberdayaan masyarakat seperti penyuluhan, bantuan teknis, dan 

pembimbingan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan 

permukiman kumuh, sehingga menimbulkan kesadaran, keterampilan 

masyarakat dalam mencegah berkembangnya lingkungan kumuh. 

B. Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh. 

a. Penetapan Lokasi, proses peningkatan kualitas lingkungan dilakukan 

dengan tahap awal melalui proses pendataan tentang penetapan lokasi 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran 

masyarakat. Tujuan dilakukannya pendataan awal penetapan lokasi 

yaitu, guna mengkaji dan merencanakan pola penanganan permukiman 

kumuh yang sesuai dengan hasil penetapan lokasi. Seperti yang terlihat 

pada gambar 9, merupakan bagan proses dari penentuan lokasi 

permukiman kumuh. 
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Gambar 2. 4. Bagan peningkatan kualitas melalui penetapan lokasi 

Sumber: PP 14/2016 Pasal 102-121, 2020 

Berikut merupakan gambar poin-poin yang dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam mengidentifikasi dan penilaian terhadap kondisi 

kekumuhan (Gambar 2.5). 

 
Gambar 2. 5. Kriteria perumahan dan permukiman kumuh 

Sumber: PP 14/2016 Pasal 108, 2020 
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b. Pola-pola Penanganan dalam meningkatkan kualitas perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan cara pemugaran, 

peremajaan, pemukiman kembali (Gambar 2.6). 

 

Gambar 2. 6. Bagan penetapan pola penanganan 

Sumber: PP 14/2016 Pasal 112, 2020 

c. Pengelolaan, yang dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh 

pemerintah daerah dengan tujuan menjaga dan mempertahankan kualitas 

permukiman secara berkelanjutan. 

2.2.4 Teori Urban Design, Hamid Shirvani 

Dalam teori urban design, menurut Shirvani (1985), terdapat elemen-elemen dalam 

perencanaan kota yang meliputi tata guna lahan (land use), bentuk dan massa 

bangunan (building formand massing), sirkulasi dan parkir (circulation and 

parking), ruang terbuka (open space), jalur pedestrian (pedestrian way), aktivitas 

pendukung (activity support), rambu-rambu (signage) dan preservasi 

(preservation) dengan penjabaran sebagai berikut: 

a. Tata Guna Lahan (Land Use) Elemen tata guna lahan dirancang dan 

dikembangkan dengan kebijakan-kebijakan tata guna lahan. Tata guna lahan 

suatu kawasan harus mengikuti sistematika: tipe penggunaan yang diizinkan 
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dalam suatu area, hubungan fungsi kota, jumlah maksimum lantai yang 

diizinkan, skala dan perkembangan kota baru sebagai pendorong 

perkembangan kota pada kawasan yang spesifik.  

b. Bentuk dan Massa Bangunan (Building Form and Massing) Elemen massa 

kota meliputi bangunan, permukaan tanah, objek-objek yang membentuk 

ruang kota dan pola-pola untuk mendefinisikan massa dan bentuk bangunan 

dengan prinsip dan pemikiran dibalik bentuk fisik kota. Berdasarkan Long 

Beach Design Guidelines, penampilan dan konfigurasi bangunan meliputi 

ketinggian, skala, proporsi, material, finishing, warna penerangan dan 

rancangan depan pertokoan.  

c. Sirkulasi dan Parkir (Circulation and Parking) Elemen sirkulasi perancangan 

kota merupakan salah satu peralatan yang bermanfaat dalam menyusun 

lingkungan kota, karena dapat membentuk mengarahkan dan mengontrol 

pola-pola aktivitas dan pengembangan suatu kota. Sedangkan elemen parkir 

memiliki dua pengaruh langsung pada kualitas lingkungan, yaitu: 

kelangsungan aktivitas komersial dan pengaruh visual pada struktur dan 

bentuk fisik kota.  

d. Ruang Terbuka (Open Space) merupakan elemen yang esensial dalam 

perancangan kota, sehingga perencanaannya harus integral dengan 

perancangan kota. Suatu open space dirancang bersamaan dengan 

perancangan kotanya. Dalam hal ini open space didefinisikan sebagai suatu 

bentang lahan, bentuk-bentuk lahan luas (jalan, trotoar, taman) dan ruang-

ruang yang digunakan untuk rekreasi dalam kawasan kota. Sedangkan bidang-

bidang lahan yang kosong di dalam area kota tidak dianggap sebagai open 

space. Elemen-elemen ruang terbuka kota meliputi, taman, alun-alun, ruang-

ruang atau jalur-jalur hijau kota, bangku, tanaman, kran air minum, trotoar, 

kios, patung, tempat sampah, tugu jam dan sebagainya.  

e. Jalur Pedestrian (Pedestrian Ways) Jalur pedestrian atau jalan bagi para 

pejalan kaki merupakan elemen yang penting dalam perancangan kota, yang 

diwujudkan sebagai elemen kenyamanan dan elemen pendukung bagi para 

penjual eceran serta kehidupan ruang-ruang kota. Sistem jalur pedestrian 
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dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan dalam suatu kota, 

memperindah lingkungan dengan skala manusia, membentuk aktivitas 

pedagang eceran dan memperbaiki kualitas udara. Dalam perancangan jalur 

pedestrian perlu diperhitungkan keseimbangan antara jumlah pejalan kaki dan 

pemakai jalan serta keseimbangan antara penggunaan jalur pedestrian guna 

mendukung ruang publik yang ada. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah 

keselamatan dan ketersediaan ruang yang cukup bagi para pejalan kaki 

tersebut.  

f. Aktivitas Pendukung (Activity Support) adalah keterkaitan antara fasilitas 

ruang umum kota dengan kegiatan yang berlangsung di dalamnya dengan 

tujuan menciptakan kehidupan kota. Activity support dapat berperan sebagai 

komunitas agar dapat menciptakan dialog atau kualitas ruang kota yang 

menerus antara fungsi kegiatan yang satu dengan fungsi yang lain, sekaligus 

dapat memberikan image (citra visual) yang spesifik pada kawasan kota. Hal 

ini dapat menghadirkan identitas serta karakteristik lokal yang meliputi 

seluruh penggunaan dan yang membantu memperkuat ruang-ruang umum 

kota yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.  

g. Rambu-rambu Penandaan (Signage) Long Beach Design Guidelines membagi 

komunitas rambu-rambu (tanda) menjadi dua bagian, yaitu langsung dan tidak 

langsung. Tanda-tanda advertensi menjadi elemen visual yang semakin 

penting di perkotaan. Dari segi perancangan kota, kualitas rancangan dan 

ukuran advertensi pribadi harus diatur untuk membentuk kesesuaian, 

mengurangi pengaruh visual yang negatif, mengurangi kekacauan dan 

persaingan dengan rambu-rambu lalu lintas yang umum diperlukan.  

h. Pemeliharaan/ Pelestarian (Preservation) suatu individual bangunan harus 

selalu dikaitkan dengan keseluruhan kota. Konsep tentang pemeliharaan kota 

memperhatikan beberapa aspek, antara lain bangunan-bangunan tunggal, 

struktur dan gaya arsitektur, hal yang berkaitan dengan kegunaan, umur 

bangunan atau kelayakan bangunan. 
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2.3 Tinjauan Waterfront 

2.3.1 Pengertian Waterfront 

Kawasan waterfront merupakan kawasan yang berada pada tepian air 

seperti laut, danau, sungai, dan sejenisnya. Pengertian waterfront dalam 

Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai daerah tepi laut, bagian suatu 

wilayah yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan.. Berdasarkan 

beberapa definisi, maka dapat disimpulkan bahwa waterfront merupakan 

daerah atau kawasan yang berbatasan langsung dengan daerah perairan, yang 

memiliki fungsi dalam mewadahi suatu aktivitas atau kegiatan pada area tepi.   

Menurut Thomas Balsley (2011:3) dalam buku yang berjudul Waterfront 

Landscapes menyatakan “Merancang kawasan waterfront Seperti merancang 

kawasan yang masih alami, membutuhkan proses yang berliku dalam 

mendesain nya, termasuk mengenai hubungan dan kolaborasi antar elemen-

elemen di dalamnya”. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan kawasan 

waterfront adalah pengembangan kegiatan yang berorientasi ke badan air 

(waterfront), yang bertujuan untuk menampung aktivitas warga perkotaan 

dengan tetap melestarikan dan memberikan sumbangan pada kualitas 

lingkungan yang lebih baik dalam penataan ruang dan bangunan di tepi air.  

2.3.2 Jenis-jenis Waterfront 

Pengembangan kawasan waterfront dapat dibedakan menjadi 3 bagian 

yaitu konservasi, redevelopment (pembangunan kembali), dan 

pengembangan (development) (Rahman, 2006:3). Berikut merupakan 

penjabaran dari jenis pengembangan kawasan waterfront sebagai berikut:  

a. Konservasi, merupakan penataan waterfront dengan melestarikan 

kondisi lingkungan yang ada.  Sehingga perancangan conservation 

waterfront, faktor lingkungan menjadi aspek penentu dalam 

perancangan.  

b. Redevelopment, merupakan suatu cara untuk menghidupkan kembali 

fungsi-fungsi dari waterfront dengan membangun kembali sarana 

fasilitas pendukung dari aktivitas waterfront. 



25 

 

  
 

c. Development, merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

sebuah waterfront agar dapat memenuhi kebutuhan kota dengan cara 

mereklamasi daerah pantai atau perairan sejenisnya.   

Menurut Breen dalam Rahman (2006:2), waterfront dapat dibedakan 

menjadi 4 jenis fungsi yaitu sebagai berikut:   

a. Mixed-used waterfront merupakan pengembangan fungsi kawasan 

tepian air yang mewadahi fungsi kombinasi atau campuran dari 

perkantoran, restoran, perumahan, dan aktivitas-aktivitas lainnya.  

b. Recreational waterfront merupakan pengembangan fungsi kawasan 

tepian air yang digunakan sebagai sarana rekreasi. 

c. Residential waterfront merupakan pengembangan fungsi kawasan tepian 

air yang digunakan sebagai perumahan. 

d. Working waterfront merupakan kawasan tepian air yang berfungsi 

sebagai tempat penangkapan ikan, industri berat, reparasi kapal pesiar, 

dan fungsi pelabuhan.   

2.3.3 Kriteria Waterfront 

Kriteria atau karakteristik umum dalam perancangan sebuah kawasan 

waterfront yang diungkapkan oleh Prabudiantoro (1997) dalam Rahman 

(2006:3) meliputi:  

a. Berada pada kawasan perairan atau area tepian air lainnya.   

b. Kawasan tepian air merupakan kawasan pelabuhan, pariwisata, dan 

pemukiman.   

c. Orientasi bangunan menuju perairan.   

d. Karakteristik bangunan berupa bangunan vertikal-horizontal.   

2.3.4 Aspek Perencanaan Waterfront 

Perencanaan dan perancangan sebuah kawasan waterfront perlu 

memperhatikan aspek dalam pembangunannya. Aspek-aspek tersebut 

meliputi aspek arsitektural, aspek keteknikan, dan aspek sosial budaya.   

A. Aspek arsitektural.   

Aspek arsitektural berkaitan dengan menciptakan suatu kawasan 

waterfront yang memiliki nilai-nilai estetika seperti keseimbangan, 



26 

 

  
 

bentuk, tampilan, proporsi, dan lain-lain yang akan mempengaruhi citra 

dan nilai jual dari kawasan tepian air tersebut.   

B. Aspek keteknikan   

Aspek keteknikan berkaitan dengan perencanaan struktur bangunan yang 

diterapkan dalam mengatasi masalah yang timbul dari sisi negatif seperti 

penanggulangan terjadinya banjir rob, kelongsoran, erosi dan lain 

sebagainya.   

C. Aspek sosial budaya  

Aspek sosial budaya berkaitan dengan perancangan sebuah kawasan 

tepian air dengan melibatkan dan mempertahankan kebudayaan setempat.   

2.3.5 Elemen Perencanaan Waterfront 

Perencanaan dan perancangan pada kawasan tepian air memiliki beberapa 

proses dalam pembentukannya yaitu proses pembentukan zona, fungsi zona, 

pengolahan ruang publik, transportasi atau sirkulasi, tatanan masa bangunan, 

dan pengolahan limbah (sanitasi).  

Pola susunan Massa dan ruang pada area tepian air berorientasi ke arah 

perairan, hal tersebut merupakan karakteristik dari kawasan waterfront yang 

memanfaatkan perairan sebagai aspek utama dalam perancangan. Pada 

umumnya, zona yang langsung berbatasan dengan perairan memiliki fungsi 

sebagai fasilitas umum yang dapat diakses langsung oleh publik.  

Sirkulasi sebagai akses keluar masuknya masyarakat haruslah 

berorientasi terhadap view ke arah perairan, sehingga menciptakan suatu nilai 

view. Ruang-ruang pada kawasan tepian air terbentuk sesuai dengan bentuk 

dan morfologi dari kawasannya. Pola morfologi pada umumnya yang dipakai 

dalam perancangan kawasan waterfront adalah sebagai berikut: 

 Linear, pola memanjang sepanjang garis perairan,  

 Radial, pola mengelilingi sebuah kawasan waterfront,  

 Pola konsentrik merupakan pengembangan dari bentuk radikal yang 

menyebar ke arah belakang dari pusat, dan pola  

 Branch atau cabang yang biasanya terbentuk dari anak sungai.   
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2.4 Tinjauan Green Architecture 

2.4.1 Pengertian Green Architecture 

Green architecture atau arsitektur hijau merupakan salah satu konsep arsitektur 

dimana dalam merancang dan merencanakan pembangunan harus memperhatikan 

aspek-aspek pembangunan secara berkelanjutan, meliputi dasar pembangunan 

secara konservasi lingkungan hijau, pengelolaan sampah, konservasi sumber air, 

energi dan material, dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Green 

Architecture merupakan gerakan untuk pelestarian dan alam yang mengutamakan 

arsitektur ramah lingkungan dan efisiensi energi (Siregar, 2012). 

Green (Hijau) dapat diinterpretasikan sebagai sustainable (Berkelanjutan), 

earth friendly (Ramah lingkungan), dan high performance building (Bangunan 

dengan performa sangat baik). Konsep green building yang berkembang di negara 

maju bertujuan untuk mengurangi polusi udara di daerah perkotaan (Pradono, 

2008). Sedangkan menurut Sudarwani (2010), konsep “green” dapat diaplikasikan 

pada pengurangan penggunaan energi (zero energy building) dan low energy 

housing dengan memaksimalkan bentukan bangunan. 

2.4.2 Prinsip-prinsip Green Architecture 

Menurut Brenda da Robert Vale (1991), prinsip-prinsip Green Architecture 

terbagi dalam beberapa prinsip diantaranya sebagai berikut: 

A. Conserving Energy (Hemat energi) 

Perencanaan dan perancangan suatu bangunan harus memperhatikan aspek 

hemat energi dengan menggunakan desain bangunan yang mampu beradaptasi 

dengan lingkungan serta iklim sekitar. Prinsip conserving energy dapat 

diaplikasikan dalam suatu perencanaan desain bangunan sebagai berikut: 

 Bangunan harus dapat memaksimalkan energi alam seperti sinar matahari 

dalam bentuk energi thermal sebagai pengganti sumber daya listrik (panel 

surya) yang dipasang pada atap bangunan. 

 Massa bangunan dibuat ramping dengan tujuan memaksimalkan 

pencahayaan alami. 

 Menggunakan partisi yang dapat mengurangi intensitas panas dan cahaya 

yang masuk ke bangunan. 
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 Mengurangi penggunaan penghawaan buatan seperti AC, dan 

menggantinya dengan bukaan-bukaan ventilasi udara. 

B. Working with Climate (Memanfaatkan sumber daya alam) 

Perancangan desain bangunan dengan memperhatikan aspek peluang yang 

dapat dimanfaatkan dari kondisi alam, iklim, dan potensi sumber daya alam 

yang ada di sekitar. Pengaplikasian prinsip ini dapat dilakukan seperti:  

 Menggunakan vegetasi sebagai mengontrol penghawaan di sekitar 

bangunan. 

 Penggunaan Cross Ventilation atau ventilasi silang guna laju masuknya 

udara tidak langsung keluar bangunan. 

 Memaksimalkan bukaan guna memaksimalkan pencahayaan dan 

penghawaan alami. 

C. Respect for Site (Tanggap terhadap keadaan site) 

Perencanaan dan perancangan bangunan dengan mempertimbangkan bentukan 

dari tapak yang ada. Hal ini perlu memperhatikan jenis konstruksi yang sesuai 

dengan keadaan site, bentuk dan sistem pembangunan yang tidak merusak 

tatanan ekosistem. 

D. Respect for User (Tanggap terhadap jenis pengguna) 

E. Limiting New Resources (Meminimalkan sumber daya baru) 

Perencanaan dan perancangan desain bangunan diharapkan dapat mendaur 

ulang material yang masih dapat digunakan kembali sehingga tidak boros akan 

sumber material. Mendaur ulang material tentunya harus diperhatikan juga 

terkait dengan kondisi dan kekokohan material sehingga aman untuk digunakan 

kembali. 

Dari paparan prinsip-prinsip diatas, pembangunan secara berkelanjutan selain 

diterapkan dalam bangunan, perlu juga diimbangi dengan perencanaan lingkungan 

sekitar seperti, peningkatan ruang terbuka hijau (open space), pengolahan sampah 

mandiri dan penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti rain harvesting & 

sumur resapan. Proses pembangunan ini tidak lepas dari pembangunan infrastruktur 

secara berkelanjutan sebagai berikut: 
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a. Efisiensi penggunaan energi dengan upaya yang dapat dilakukan adalah: 

A. Mengoptimalkan pencahayaan alami suatu bangunan, guna 

mengurangi penggunaan energi llistrik. 

B. Memanfaatkan penghawaan alami dengan menggunakan ventiasi atau 

bukaan, penghawaan silang. 

b. Efisiensi penggunaan material secara optimal baik itu material sisa, maupun 

material bekas bangunan lama. 

c. Manajemen limbah dengan sistem pengolahan limbah domestik secara 

mandiri sebelum dibuang ke pembuangan kota. 

d. Efisiensi penggunaan lahan, secara kompak dan terpadu, sehingga masih 

tersedia lahan hijau untuk tumbuhan.  

e. Penggunaan teknologi dan material baru 

Pemanfaatan teknologi hemat energi, menciptakan material terbarukan yang 

lebih hemat energi, adalah upaya yang dapat dilakukan untuk untuk 

mendukung keberlanjutan. 

2.4.3 Pertimbangan dalam Arsitektur Berkelanjutan 

Menurut Paola Sassis dalam buku yang berjudul “Strategies for 

Sustainable Architecture” menjelaskan bahwa, terdapat enam aspek komponen 

yang dapat menjadi acuan dalam mendesain suatu kawasan maupun bangunan 

mencapai sustainable design, sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2. 7. Consideration for Sustainable Architecture 

Sumber: Buku “Strategies for Sustainable Architecture”, 2006 
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A. Site and Land Use  

Perencanaan awal dari pembangunan yaitu menentukan lokasi 

Site Planning. Site Planning atau (Perencanaan Tapak) merupakan 

perencanaan (menyeluruh) dari suatu lahan atau kawasan yang akan 

dibangun sebuah bangunan lengkap dengan infrastruktur pendukung. 

Perencanaan dan perancangan site planning melibatkan intervensi 

manusia dalam merubah tatanan alam (natural environment) menjadi 

lingkungan binaan (the built environment) tentunya dengan 

mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Dalam merancang 

tapak, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu aspek 

natural dan aspek social-cultural. 

 
Gambar 2. 8. Aspect for site planning 

Sumber: Buku “Strategies for Sustainable Architecture”, 2006 

B. Community  

Pembangunan berkelanjutan tidak akan berjalan jika tidak ada 

suatu kelompok maupun intervensi dari masyarakat setempat dalam 

membangun, menjaga, dan melestarikan tatanan sebuah kawasan. 

Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam 

Sustainable community seperti yang terlihat pada gambar 14. 
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Gambar 2. 9. Aspect for sustainable community 

Sumber: Buku “Strategies for Sustainable Architecture”, 2006 

 

 Consultating with local community, sebuah pendekatan 

perencanaan bangunan melibatkan pengguna bangunan 

khususnya bagi komunitas masyarakat di sekitarnya.  

 Mixed Development, dapat menyatukan atau menampung 

interaksi dan kegiatan masyarakat dengan pembangunan fasilitas 

serta infrastruktur secara baik. 

 Economic and Social Well-being, aspek pembangunan dengan 

minimalisasi konsumsi sumber daya energi serta dalam 

pembangunan memperhatikan keadaan sosial. 

 Visual Amenity Spaces, mampu menciptakan kenyamanan dan 

menampung ruang kegiatan tiap individu secara baik.  

 Aesthetic Excellence, yaitu perencanaan keindahan dari segi 

skala, ruang, dan bentuk bangunan.  

 Collaborative antar pemerintah dengan masyarakat sekitar 

kaitannya dalam menjaga dan mengelola lingkungan sekitar.  

C. Health and Well-being  

Perencanaan dan perancangan desain suatu bangunan setidaknya 

memperhatikan aspek kesehatan baik kesehatan user pengguna 

maupun kesehatan bangunan dan lingkungan sekitar. Konteks 

bangunan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok bagi 

kelangsungan hidup terkait faktor keamanan, kenyamanan, dan 
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kesehatan. Terdapat dua aspek utama yang menjadi acuan dalam 

penilaian health and well-being sustainable, yaitu sebagai berikut:  

 
Gambar 2. 10. Aspect for health & well-being sustainable 

Sumber: Buku “Strategies for Sustainable Architecture”, 2006 

 Memaksimalkan pencahayaan alami dari sinar matahari akan 

mengurangi penggunaan energi listrik dan dapat menghemat 

konsumsi listrik. 

 Ruang dalam bangunan dirancang agar pengguna dapat nyaman 

berada di dalam, menjamin perlindungan dari macam bahaya. 

D. Material  

Penggunaan material yang bersifat re-newable, konteksnya 

bukan semua material yang digunakan dalam pembangunan 

berkelanjutan "harus" bersifat renewable. Penggunaan material 

terbarukan juga perlu mengingat poin utama dari pemilihan material 

yaitu kokok dan aman dari pencemaran lingkungan.  

 
Gambar 2. 11. Aspect for sustainable material 

Sumber: Buku “Strategies for Sustainable Architecture”, 2006 

E. Energy  

Pembangunan suatu bangunan dikatakan berkelanjutan apabila 

dalam proses perencanaan dan pembangunan bangunan dapat 

mengoperasikan penggunaan energi secara bijak. Penggunaan energy 

secara bijak merupakan cara yang tepat dalam mencapai bangunan 

yang berkelanjutan.   
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Tahap pendekatan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 

dampak pencemaran terhadap lingkungan, diantaranya yaitu, 

pendekatan alternative energi dan zero energi building atau low 

energy. Berikut merupakan Gambar   tentang aspek dalam pencapaian 

sustainable pada energi.  

 

Gambar 2. 12. Aspect for sustainable energy 

Sumber: Buku “Strategies for Sustainable Architecture”, 2006 

2.5 Studi Banding 

2.5.1 Studi Banding Permukiman Nelayan 

A. Volendam, Desa Nelayan Di Amsterdam, Belanda 

 

 

Gambar 2. 13. Keadaan rumah nelayan Volendam, Amsterdam 

Sumber: https://www.holland.com/global/tourism/destinations/more-destinations/volendam.htm, 

2020 

Volendam merupakan sebuah desa nelayan tertua yang berada di tepi 

Danau Ijsselmeer, Amsterdam, Belanda. Di masa lalu, desa ini terkenal 

akan tempat tinggal bagi nelayan Belanda, hingga kini Desa Volendam 

https://www.holland.com/global/tourism/destinations/more-destinations/volendam.htm
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menjadi kawasan cagar budaya dan dijadikan sebagai destinasi wisata 

bahari. Awalnya Volendam merupakan sebuah pelabuhan Edam, terletak 

pada teluk Ijsselmeer, hingga tahun 1357, penduduk mulai menetap di 

daerah sekitar dan membentuk peradaban. Pada tahun 1932, teluk 

Zuiderzee sempat adanya penutupan area ini dan industri perikanan 

mengalami perubahan, namun Desa Volendam saat ini tetap melakukan 

aktivitas nelayan. Volendam menjadi daya tarik wisata mancanegara 

dimana desa nelayan ini terkenal akan keindahan pelabuhan, pasar ikan, 

dan budaya tradisional daerah setempat. Desa Volendam memiliki ciri 

khas yang hingga saat ini masih terjaga. Bangunan-bangunan tradisional 

yang terbuat dari kayu hingga tempat tinggal nelayan dengan konstruksi 

batu yang hingga saat ini masih tertata rapi, penduduk asli yang memakai 

pakaian kuno (Klederdracht). Kini sebagian rumah nelayan telah 

mengalami renovasi dan dijadikan sebagai fasilitas pendukung wisata. 

 

 

  

Gambar 2. 14. Kondisi lingkungan sekitar Volendam 

Sumber: eropaholiday.com, 2020 
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B. Kampung Nelayan Tanjung Binga, Bangka Belitung 

 

Gambar 2. 15. Potret keadaan kampung nelayan Tanjung Bunga 

Sumber: https://lostpacker.com/tanjung-binga-belitung/, 2020 

Provinsi kepulauan Bangka Belitung memiliki hasil laut yang 

melimpah, selain itu pesona keindahan alam yang terpancar melalui 

pulau-pulau sering kali dijadikan sebagai destinasi wisata. Kampung 

nelayan Tanjung Binga berada di Pantai Utara Belitung Kecamatan Sijuk, 

Kabupaten Belitung. Mayoritas penduduk lokal berprofesi menjadi 

nelayan. Ciri khas yang terlihat dari bangunan tempat tinggal nelayan 

yaitu terletak pada di tepi pantai dengan konstruksi rumah panggung, 

sebagian dari bangunan tetap menjaga keunikan rumah tradisional khas 

Bangka.   

C. Studi Banding konsep perancangan Kampung Pendopo Nelayan oleh 

Firdi Fathoni. 

 

Gambar 2. 16. Perspektif rumah nelayan 

Sumber: Konsep Firdi Fathoni, dalam lomba desain,  2020 

https://lostpacker.com/tanjung-binga-belitung/
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Desain perancangan kampung pendopo nelayan berada di pesisir 

Pantai Kenjeran, Surabaya. Isu permasalahan pada kawasan kampung 

nelayan ini di latar belakangi oleh permasalahan kurangnya ruang 

pengolahan ikan sehingga area publik dijadikan tempat pengolahan ikan, 

kurangnya sistem pengolahan limbah sehingga menimbulkan pencemaran 

lingkungan. 

Analisis yang dipakai dalam menyelesaikan masalah diatas yaitu 

melalui pendekatan analisis aktivitas masyarakat. Sebagian masyarakat 

nelayan mengolah ikan di sekitar rumah mereka dengan mengambil ruang 

koridor sebagai tempat pengolahan ikan. Melalui analisis yang didapat, 

konsep dari desain rumah nelayan mengambil konsep bentukan bangunan 

pendopo dan rumah Joglo Jawa. Karakteristik dari Ruang Pendopo yang 

tidak berdinding, sehingga dapat dijadikan sebagai area serba guna. Sifat 

dan karakteristik ini yang menjadi dasar ide perancangan rumah nelayan. 

 

 

Gambar 2. 17. Aspect for health & well-being sustainable 

Sumber: Konsep Firdi Fathoni, dalam lomba desain, 2020 

Desain rumah nelayan yang dipakai yaitu mengambil bentukan rumah 

Joglo ditransformasikan dengan ruang bagian bawah dibiarkan terbuka 

seperti bangunan pendopo. Berikut proses Perubahan desain: 
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Gambar 2. 18. Transformasi gubahan massa 

Sumber: Konsep Firdi Fathoni, dalam lomba desain,  2020 
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Gambar 2. 19. Denah rumah nelayan 

Sumber: Konsep Firdi Fathoni, dalam lomba desain,  2020 

Konsep dari penataan ruang dalam desain rumah nelayan ini memiliki tiga 

lantai yang difungsikan sebagai berikut: 

 Lantai satu digunakan untuk kegiatan pengolahan ikan. 

 Lantai dua dijadikan sebagai area istirahat. 

 Lantai tiga dijadikan sebagai area penjemuran ikan. 

 

Gambar 2. 20. Konsep tampak 

Sumber: Konsep Firdi Fathoni, dalam lomba desain, 2020 
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2.5.3 Studi Banding Penerapan Desain Waterfront 

A. Elizabeth Quay and Perth waterfront in western Australia 

Elizabeth Quay merupakan proyek pengembangan serba guna di 

kawasan pusat bisnis Perth, terletak di pantai Utara Perth Water, Australia. 

Proyek ini mencakup pembangunan area cagar alam yang berada pada 

tepian perairan dan perancangan lingkungan sekitar beserta pembangunan 

apartemen hunian. Berikut merupakan gambar penataan area publik tepian 

air.  

 

Gambar 2. 21. Penataan kawasan tepian air Elizabeth Quay 

Sumber: Buku “Strategies for Sustainable Architecture”, 2020 

 

 

Gambar 2. 22. Jembatan pejalan kaki Elizabeth Quay 

Sumber: http://ttnotes.com/elizabeth-quay.html#, 2020 

http://ttnotes.com/elizabeth-quay.html
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Gambar 2. 23. Model Trimatra eksterior dari barrier jalusi pada teras bangunan 

Sumber: http://ttnotes.com/elizabeth-quay.html#, 2020 

 

Gambar 2. 24. Model Trimatra eksterior dari barrier jalusi pada teras bangunan 

Sumber: http://ttnotes.com/elizabeth-quay.html#, 2020 

 

B. Vancouver waterfront park 

 

Gambar 2. 25. Taman Vancouver Waterfront Park 

Sumber: visitvancouverusa.com, 2020 

http://ttnotes.com/elizabeth-quay.html
http://ttnotes.com/elizabeth-quay.html
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Vancouver waterfront park merupakan sebuah Taman komunitas yang 

menggabungkan area ruang terbuka hijau dengan tepi sungai Columbia. 

Taman tepian air ini terletak di sebelah barat I-5, di selatan pusat Kota 

Vancouver, Washington. Vancouver adalah sebuah kota 

di Provinsi British Columbia, Kanada. Kota ini adalah daerah 

metropolitan terbesar di Kanada bagian barat dan ketiga terbesar di 

Kanada. Fasilitas yang tersedia pada area taman yaitu bangku, ruang 

terbuka hijau, tempat bermain, toilet, jalan setapak, sungai Columbia, dan 

air mancur. 

 

Gambar 2. 26. Kondisi Water Front 

Sumber: visitvancouverusa.com, 2020 

C. Penataan waterfront Sydney, Australia 
 

 

Gambar 2. 27. Contoh kawasan waterfront di Sydney Australia 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_dan_teritori_Kanada
https://id.wikipedia.org/wiki/British_Columbia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanada

